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ABSTRAK 

 

Isu kebocoran data pribadi selama kurun beberapa tahun belakangan ini sangat sering 

terdengar. kebocoran data dapat memiliki dampak kerugian yang dapat mengganggu 

subyek data pribadi, namun fenomena terjadinya kebocoran data ini tidak hanya dialami 

oleh penyelenggara sistem elektronik sektor privat saja, lembaga publik, instansi 

pemerintahan, juga turut mengalaminya dan pemberitaan terkait kebocoran data pribadi 

yang terjadi dalam sistem elektronik pemerintah ini terjadi berkali-kali hingga saat ini. 

Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana aturan mengenai 

pelanggaran terhadap data pribadi dalam sistem elektronik pemerintah, dan seperti apa 

tanggung jawab negara terhadap pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh sistem 

elektronik pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) danpendekatan konsep (conceptual 

approach). Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pengaturan perlindungan data 

pribadi dan bagaimana tanggung jawab negara atas pelanggaran terhadap data pribadi 

dalam sistem elektronik pemerintah. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terjadi pembiaran kebocoran data pribadi saat 

masa transisi Undang-Undang Nomor 22  Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi 
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serta undang-undang perlindungan data pribadi hanya berisikan sanksi bagi pelaku yang 

memang mencuri, menjual, menyebarkan data pribadi secara melawan hukum, tetapi 

negara juga turut bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan serta pembaharuan agar 

kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik pemerintahan tidak terjadi lagi. 
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